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RUU Perampasan Aset

DOPR
Sesual

ATNNCGCGOT A Komisi [TITH TOPR
Taulflik Basari berharap agar
roecmbahasan RUTU Porammpasanr
Acset didasarkan pada perde-—
batan hukumm., bukan perde-—
batan politis atau bersandar
Prada isu populcer. Sclarma ini.
NDPR scolah-olah menghambat
atau MmMmenolak., Kenyataannya,
naskah RULUJ tersebut masih
ada di Pocmoerimntah dan barua
diserahkan ke IDPR .

rfSaya khawwatir, perdebatan
hukum yang terjadil Mmalah
dipolitisir scolah-olah poecrdoe-—
batamn yang nantinya terjadi
karena ada penolakan. Pada-—
hal, semata hal tersebut adalah
rerdebatan hulkurm untulk Ime—
mastikan undang-—undang tetap
sesual dengan primsip-prinsip
hukuarrm,” tatuar TFauaf ko

IDikctahui., Surat Proesidoen
berikut naskalh RUTUT Perarmpas—
an Ascet Terkait dengsan Tindalk
Pidana telah dikirimnmkan kepada
IDPR. Kamis (<32/5). Proesidocn
Jokowi menugaskan MhMenteri
Koordinator Bidang Politilk,
HHukum., dan Keamanan IMhNMah-—
fud NI, vienteri FHukurnm dan
Hak AAasasi MManusia Yasonmna:a
H T aocoly., Jalksa sAgung Sanidtiar
Burbhanuddin., scerta Kepala
K epolisian Negcara IRepublik
Indoncsia Jondcoeral LTaistyo Si—
it Prabow o, menjadi ~walcil
Pemerintah dalarm pembahasan
IRUJLJ tersebut.

Taufik bilang. pcrmbahasan
RUU Perampasarn AAscel perlu
hati-hati agar tidak meclangoar
Prrosces hukum yang adil, pera—
dilan y»angs jujur dan adil. dan
asas pradugzma tidak bersalah.
Namun., dia mengaku belurnm
mengaetahui substansi dari
naskah RUU srang baru dikirimm
Proemerintabh.

MNMenurruat Taufik, selarmia ini
yang menjadi diskursus adalah
rada pengsaturan meekanisme
hukurm poecrampasarn asclry .
MAapalkah akan mencraplkan
™Non Conwviction Based-Asscet
Forfeiture (INCOCB-AF) atau
rPoeramprasan asct tanpa tuntutan
pidana atau tidalk.

INnginm Pastikanmn
Primsip Hulkkum

Taufik menegcaskan, perde-—
batan itu bukan boerarti poe-—
nolakan terhadap INCOCB-AF
mendukung kejahatan korupsi
dan tidak mendukung pern-—
boecrantasan korupsi. INarrmuwur,
itu terkait persoalan prinsip
hukumn dan hak asasi 1manu-—
sia tentang jaminan terhadap
prroses hukumm yango sSsesuail
prrinsip poecradilan ywang jujur
dan adil. serta asas pradugsa
tak bersalalh.

tApPpabila diterapkan, selain
berpotensi melangsgsar prin-
sip-prinsip hukurmm., jika tidalc
hati-hati dapat membuka ke-—
sempratan penyalahgcgunaan ke-—
swooenancan olch aparat pencecgocalk
hulkurmm ataupun dengan alasan
politis.”” tutur Taufik .

Limtulk mengatasi hal itu,
kata Taufik, RU U Pcrampasan
Aset harus ketal rmmengatur
dan scmermastikain agar jaminan
terhadap proses hulkurmnm dan
prcradilan y»ang jujur dan adil
mcnjadl dasarmnya .

Selain itu. harus diatur pula
mekanisme pengujian (ofrardl—
Fferrze) atas tindakan pperampa—
sAarn asct YAang SCWW CILAarl Z— W CILAarl L
atau jika terdapat kesalahan
untulk melindungi oramng yangs
ticdak bersalah._

Scmoecntara.,. Sckrotaris Jorn-—
deral (Scekjen)y) IDFPR Indra
Iskandar mengatakan., Surpres
tentangas RUJLL) Perampasan Asaet
ditecrimma DIPR pada Kamis., <
MMei 2023,

Surpres tersebut baru alkan
dibahas setrtelah pembukaan
masa sidangs baru pada Sclasa
(16/5). Dikarcniakan., saat ini
DPR scdang menjalani masa
reses hingoa Senin (1 S5S/75).

NDengan demikian., Surpres
wargz masuk harus dibahas
melalui Mmekanisime rapal pirri-—
Pinan (rapiitr).

rSetelah rapim lalu di-
bawvwa ke rapat Bamus untulk
penuizasan kepada AKKID (Addlad
Kelengkapan [Dewvwan) »ang
ditugaskan dan dilaporkan
terlebih dahulu dalam pari-—
pPurna.’’ imbuhnya. =@ KA
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